PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 6 TAHUN 1964 (6/1964)
TENTANG
BADAN PEMERI KSA KEUANGAN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

anlnbang
bahwa Badan Peneri ksa Keuangan sekarang pada hakekat nya adal ah
lanjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dulu, yang dal am
pel aksanaan tugasnya pada unmummya nenggunakan per at ur an-
peraturan | ama, sehingga badan itu tidak |agi nenenuhi syarat-
syarat dalam rangka nencapai penyel esaian tujuan Revol usi
| ndonesi a;

b. bahwa karena perlu nenbentuk suatu Badan Peneri ksa Keuangan
yang neneriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara
sedem kian rupa sehingga kedudukan wewenang dan w bawanya
cukup tegas kuat, untuk dapat nel akukan segal a kerja karyanya
dengan efektif dan sesuai dengan Hal uan Negar a;

C. bahwa Badan Peneriksa Keuangan tersebut pada huruf b perlu
di bantu ol eh suatu nusyawar ah unt uk nengokohkan semnua apar at ur
Negra dan untuk nencapai pengintegrasi an antara Penerintah dan
Rakyat dal am bentuk gotong-royong nasional, revolusioner dan
progresif;

d. bahwa ber hubung dengan adanya Keputusan Presiden No. 29 tahun
1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, ketentuan-ketentuan
dal am Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun
1963 tentang Badan Peneri ksa Keuangan perl u di senpurnakan

e. bahwa karena keadaan nendesak peraturan tentang Badan
Pemeri ksa Keuangan perlu di t et apkan dengan Per at ur an
Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 23 ayat (5) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MP.R S. No. |V/ MPRS 1963,

3. Resolusi MP.R S. No. I/ Res/MPRS/ 1963;

4. Keput usan Presiden No. 29 tahun 1963;

5. I ndi sche Conptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448);

6. I nstruksi Voon de Al genene Rekenkamer (Stbl. 1898. No. 164);

Mendengar :
Dewan Pertinmbangan Agung dal am si dangnya tanggal 13 dan 14 Agustus
1 963,

Menmut uskan :

Dengan nencabut Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang
No. 7 tahun 1963, pasal-pasal 43 sanpai dengan 53 |ndische
Conpt abi | it ei t swet (Sthbl. 1925 No. 448 dengan  perubahan-
per ubahannya) dan pasal 2 Instruksi voor de Al genene Rekenkaner
(Stbl. 1898 No. 164 dengan perubahan-perubahannya);



Menet apkan:
Peraturan Penerintah  Pengganti Undang-undang tentang Badan
Peneri ksa Keuangan

BAB | .
Bent uk dan Susunan Badan Peneri ksa Keuangan

Pasal 1.

Badan Peneri ksa Keuangan terdiri dari:

1. Seorang Peneri ksa Keuangan Agung sebagai Ketua Pi npi nan

2. Seorang dan sebanyak-banyaknya enpat orang Peneriksa Keuangan
Agung Muda sebagai anggot a/ anggot a- anggot a Pi npi nan dan

3. Sebanyak- banyaknya enam bel as anggot a;

Pasal 2.

Apabi | a Peneri ksa Keuangan Agung ber hal angan, maka ia nenunj uk
sal ah seorang Peneri ksa Keuangan Agung Mida sebagai Pejabat Ketua
Pi npi nan Badan Peneri ksa Keuangan.

Pasal 3.
Kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Peneriksa Keuangan
Agung, Peneri ksa Keuangan Agung Mida dan Anggota Badan Peneriksa
Keuangan di atur ol eh Presiden.

Pasal 4.

(1) Pegawai Badan Peneri ksa Keuangan adal ah pegawai Neger i

(2) Kepada pegawai Badan Peneriksa Keuangan dapat diberikan
tunj angan-tunj angan khusus yang diatur dalam peraturan
tersendiri, disanping gaji dan lain-lain tunjangan yang di atur
dal am P. G P. N.

Pasal 5.

(1) Perreri ksa Keuangan Agung dan Peneriksa Keuangan Agung Mida
di angkat ol eh Presiden dengan nengingat syarat-syarat sebaga
beri kut :

a. berusi a sekurang- kurangnya 35 t ahun;

b. ber war ga- negar a | ndonesi a;

c.setia terhadap Negara dan hal uan Negara Kesatuan Republik
I ndonesi a yang berdasarkan Panca Sil a;

d. dapat nengi kuti perkenbangan keadaan;

e. menpunyai kecakapan dan/atau pengal aman di dal am bidang
keuangan, kebendaharaan dan/atau adm ni strasi negar a;

f.tidak diragukan tentang kej uj urannya di segal a bi dang.

(2) Mer eka di berhenti kan ol eh Presiden:

a. atas pernohonan sendiri,

b. apabi | a nereka tidak cakap dal am dan untuk nel akukan tugas
kewaj i ban nereka ol eh sebab apapun

c.apabi | a nmereka tel ah berunmur 60 tahun, kecuali jika Presiden
unt uk kepentingan Negara nenentukan | ain



d. apabila Presiden nendapat keyakinan bahwa nereka telah
nmel akukan at au t er sangkut dal am per buat an
cur ang/ penyel ewengan

Pasal 6.

(1) Anggot a Badan Peneriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk
masa j abatan 5 tahun.

(2) Mereka dapat di berhentikan ol en Presiden sebel um nasa j abat annya
ber akhi r dal am hal -hal tersebut pada pasal 5 ayat (2).

Pasal 7.

(1) Pereri ksa Keuangan Agung, Peneriksa Keuangan Agung Mida dan
Anggot a Badan Peneriksa Keuangan tidak boleh, baik |angsung
maupun tidak |angsung, nenjadi pemlik seluruh atau sebagi an
atupun nenjadi penjam n sesuatu badan usaha yang berdasarkan
perjanjian dengan anjuran untuk nendapat |aba atau keuntungan
dari Negara Indonesia atau Penerintah Daerah atau Perusahaan
Negar a.

(2) Mereka tidak boleh nerangkap (jabatan negeri, jabatan negara
lain), jabatan pada perusahaan-perusahaan swasta ataupun
per usahaan negara, kecuali dengan izin khusus dari Presiden.

BAB I 1.
Tugas Kewaj i ban Badan Peneri ksa Keuangan.

Pasal 8.

(1) Badan Peneriksa Keuangan bertugas untuk nelakukan peneriksaan
atas pel aksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
Anggar an Penbangunan, Anggaran Kredit dan Anggaran Devisen,
serta peneriksaan atas segala penbelian, penyi npanan,
penggunaan dan penjual an barang mlik Negara serta penborongan
pekerjaan dan jasa diseluruh bidang sipil dan mliter.

(2) Tugas Badan Peneri ksa Keuangan ternmaksud pada ayat (1)pasal ini
di atur |ebih |anjut dal am Undang-undang tersendiri.

Pasal 9.

(1) Badan Peneri ksa Keuangan nenyanpai kan tiap tahun kepada Dewan
Perwaki | an Rakyat nelalui Presiden |aporan yang nenuat hasil
peneri ksaannya atas perhitungan anggaran disertai daftar
per hi t ungan- per hi tungan, yang disanpai kan oleh Penerintah
kepadanya dan yang di setujui ol ehnya.

(2) Presiden nenyanpai kan |aporan perhitungan anggaran dan daftar
per hitungan termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Dewan
Perwaki | an Rakyat disertai Rancangan Undang-undang tentang
Penet apan Penut upan Per hi t ungan Anggar an.

Pasal 10.

Badan Peneri ksa Keuangan nenyanpai kan pula tiap tahun kepada Dewan
Perwaki | an  Rakyat mel al ui Presiden suatu [|aporan nengenai



kegi at annya dal am tahun yang | anpau yang di sertai dengan penj el asan
dari para Menteri ............

Pasal 11.

Badan Peneriksa Keuangan nenberi keterangan secukupnya nengenai
hal -hal yang bertalian dengan pel aksanaan tugasnya kepada Presiden
dan/atau Menteri-nmenteri, baik yang dimnta nmaupun atas inisiatif
sendiri.

Pasal 12.

Tat akerja Badan Peneriksa Keuangan diatur dengan Peraturan
Pener i nt ah.

BAB |11 .
Wewenang Badan Peneri ksa Keuangan.
Pasal 13.
Unt uk nel aksanakan tugs kewajibannya tersebut dalam Bab |l nmnaka

Badan Peneri ksa Keuangan dapat nenggunakan tenaga-tenaga di |uar
Badan t ersebut.

Pasal 14.

Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dal am Undang- undang
No. 23 Prp tahun 1960 tentang Rahasia Bank mnmaka setiap orang dan
senua | nstansi Negar a, Per usahaan Negar a/ Daer ah/ Swast a, Bank
Pener i nt ah/ Daer ah/ Swast a dan Per usahaan/ Bank Canpur an
Negar a/ Daer ah dan Swasta di waji bkan nenberi ket erangan yang dimnta
ol en Badan Peneri ksa Keuangan berhubung dengan penunaian tugas
Badan t ersebut.

BAB | V
Sunpah Jabat an.

Pasal 15.

(1) Sebel um nmemangku j abat annya, maka Peneri ksa Keuangan Agung, Para
Peneri ksa Keuangan Agung Mida dan para Anggota Peneriksa
Keuangan nengucapkan  sunpah  nenurut cara agama yang
di pel uknya, atau nengucapkan janji.

Ucapan sunpah dimulai dengan kata-kata "Dem Allah" bagi nereka
yang beragama |slam sedang bagi nereka yang beragama |ain
dari agama |slam penmakai an kata-kat, Dem Allah" disesuaikan
dengan kebi asaan agamanya masi ng- masi ng.

(2) Sunpah/janji termaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya
ber bunyi sebagai beri kut:

"Saya bersunpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk nenjadi
Penmeri ksa  Keuangan  Agung/ Peneriksa  Keuangan  Agung
Muda/ Anggot a Badan Peneri ksa Keuangan |angsung atau tak
| angsung dengan nama atau dalih apapun, tidak nenberikan



atau nenjanjikan ataupun tidak akan nenberikan atau
nmenj anj i kan sesuat u kepada si apapun j uga.

Saya bersunpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk nelakukan
atau tidak nelakukan sesuatu dal am jabatan ini, tidak
nmenerima atau akan nenerima |angsung ataupun tak
| angsung, dari siapapun juga sesuatu janji at au
penberi an.

Saya bersunpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang
Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga nenunai kan tugas
pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa
tanggungj awab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan
Bangsa, sesuai dengan Hal uan Negara"

BAB V
Ket ent uan- ket ent uan Khusus.

Pasal 16.

Peraturan tatatertib Badan Peneriksa Keuangn ditetapkan dengan
Per at ur an Peneri nt ah.

Pasal 17.

(1) Badan Peneriksa Keuangan nenpunyai suatu Sekretariat yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Umwum yang diangkat da
di berhenti kan ol eh Presiden.

(2) Susunan Sekretariat termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur
dengan keputusan Presi den.

BAB VI
Per at uran Pi dana.

Pasal 18.

(1)Barang siapa yang dengan sengaja tidak nenberikan keterangan
termaksud pada pasal 14 atau nenberikan keterangan palsu,
di pi dana dengan pi dana penj ara sel ama-| amanya 6 tahun dan at au
denda setinggi-tingginya Rp. 1.000. 000, -

(2)Barang siapa dengan sengaja nenpergunakan keterangan yang
di perol ehnya pada waktu nenunai kan tugas Badan Peneriksa
Keuangan, dengan nel anpaui batas tugas itu, dipidana dengan
pi dana penj ara sel ama-1amanya 6 tahun dan/ atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 1. 000. 000, -

(3)Barang si apa yang dengan mnel awnan hukum nenghi ndarkan diri unt uk
menberi kan ket erangan ternaksud pada pasal 14 di pi dana dengan
pi dana penj ara sel ama-1amanya 6 bul an dan/ at au denda sebanyak-
banyaknya Rp. 500. 000, -

(4) Perbuatan tersebut pada ayat 1 sanpai dengan 3 pasal ini adal ah
kej ahat an.

BAB VI |
KETENTUAN- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109.



Hal - hal nengenai Badan Peneri ksa Keuangan yang bel um diatur dal am
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini diatur |lebih
| anj ut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20.

Sel ama Presiden belum nengangkat pejabat-pejabat ternaksud pada
pasal 1, nmaka Badan Peneri ksa Keuangan yang ada sekarang terhitung
mul ai tanggal 12 Cktober 1963 neneruskan pekerjaannya berdasarkan
Per at ur an yang masi h ber| aku.

Pasal 21.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat nmengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penenpat an
dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1964
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO,

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1964
Sekretaris Negara

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG
No. 6 TAHUN 1964
t ent ang
BADAN PEMERI KSA KEUANGAN

UMUM

Peraturan dalam Indische Conptabiliteitswet (1.CW tentang
Al genene Rekenkaner, yang Dberlaku bagi Badan Peneriksa
Keuangan, sekarang sudah tidak sesuai |agi dengan perkenbangan
zaman.

Ekonom  Ter pi npin nenghendaki adanya rencana penbangunan yang
nmenyebabkan perlu disusunnya suatu anggaran noneter, yang



terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara (routine
dan penbangunan), Anggaran Kredit yang neliputi kredit pada
badan- badan Penerintah dan swasta, serta Anggaran Devisa, yang
nmengganbar kan ancer-ancer penghasil an, dan rencana penggunaan
devi sen Negar a.

D sanping itu Ekonom Terpinpin newajibkan penyusunan progress
report dari pada pel aksanaan rencana. Pelaksanaan Ekonom
Ter pi npin  nmengharuskan ikut canpurnya Penerintah di dal am
ekonom , sedang Per usahaan- per usahaan Negar a har us
di per kenbangkan hingga mnencapai kedudukan komando, yang
nmenj am n per kenbangan Revol usi dari tahap nasional denokratis
unt uk nmemasuki tahap Sosi al i sme | ndonesi a.

Senmuanya ini menyebabkan perlunya ada suatu sistim pengawasan
dan/atau peneri ksaan yang dapat bekerja secara preventif
maupun progresif. Kal au hal - hal yang bertalian dengan
ti ndakan-ti ndakan pengawasan yang dilakukan oleh U usan
Pengawasan Keuangan pada Departernen Pendapatan. Penbiayaan
dan Pengawasan, yang bekerja secara preventif sudah diatur
dengan Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1963
tentang Pengawasan Keuangan Negara, maka kedudukan dan
wewenang aparatur Negara yang diberi tugas untuk nel aksanakan
peneri ksaan yang bekerja secara represif itu perlu diatur
kenbal i .

Kei ngi nan- kei ngi nan untuk nenyenpurnakan Badan Peneri ksa Keuangan
antara lain tercermn di dal am amanat - amanat  Presi den
Dekl arasi Ekonom dan Anbeg Prama Arta, serta didalam
Ketetapan Myjelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara No.
I1/MPRS/ 1960 dan Resolusi Majelis Pernusyawaratan Rakyat
Senentara No. |/ Res/ MPRS/ 1963.

D dal am nem ki r kan unt uk nenberi kan wewenang yang cukup nenyel ur uh
kepada Badan Peneriksa Keuangan dianggap perlu dengan
ket entuan Undang-undang nenberikan kepada Badan Peneriksa
Keuangan jamnan wewenang untuk nelakukan pengawasan dan
perneri ksaan, sehingga neliputi penelitian apakah pengel uaran-
pengel uaran uang Negara (termasuk devisa Negara) itu sesua
dengan ket ent uan Anggar an Monet er, dengan kenyat aan
pengel uaran sesungguhnya dan betul-betul bermanfaat bag
pel aksanaan rencana penbangunan ekonom dan kemaknuran rakyat
seperti yang direncanakan.

Unt uk nenper besar daya gerak dari daya pengawasan Badan Peneriksa
Keuangan, nmaka selanjutnya dirasa perlu untuk nengikut
sertakan dal am nel aksanakan peneri ksaan yang nenyel uruh tokoh-
tokoh rakyat yang terorganisasi, sehingga dengan dem ki an
terjamn pul a sosial support dan sosial control.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Nama penj abat - penj abat pada Badan Peneriksa Keuangan di sesuaikan
dengan nama-nama yang ada pada Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa
Agung dan Jaksa-jaksa Agung Mida, Badan Peneriksa Keuangan
nmer upakan suatu badan kolektif yang terdiri dari seorang
Peneri ksa Keuangan Agung dan beber apa orang Peneri ksa Keuangan



Agung Muda, nasing-nasing sebagai Ketua Pinpinan dan Anggota
Pi nmpi nan Badan Peneriksa Keuangan, yang dalam nenunaikan
tugasnya dibantu ol eh beberapa orang Anggota Badan Peneriksa
Keuangan.

Dal am hubungan ini diperingatkan pada Aranat Presiden Anbeg Parama
Arta,,susunan Badan Peneriksa Keuangan nenegaskan sebagai
beri kut :

Seperti pemkiran dalam penbaharuan dan penyenpurnaan Aparat ur
Per encanaan Penbangunan, juga Badan Peneriksa Keuangan i ni
di pi ki rkan untuk disusun atas tenaga-tenaga ahli adm ni strasi
dan keuangan di sanpi ng tenaga-tenaga yang nenpunyai dukungan
masyar akat , agar tercapailah pelaksanaan pengintegrasi an
antara Penerintah dan Rakyat dal am kegot ong-royongan Nasi onal
yang terorgani sasi .

Pasal 2, 3 dan pasal 4.
Cukup j el as.

Pasal 5.

Ayat (1)

Ket ent uan- ketentuan dal am pasal ini di sel araskan dengan

ket ent uan- ket ent uan yang ber| aku bagi Mahkanmah Agung,
Ayat (2)

Per buat an curang penyelewengan itu forml| yuridis kadang-
kadang sukar dibukti kan, akan tetapi apabila Presiden
yakin bahwa yang bersangkutan tel ah nel akukan perbuat an
cur ang/ penyel ewengan, maka Presi den dapat
nmenber henti kan orang itu.

Pasal 6.
Ayat (1)

Masa jabatan 5 tahun diadakan untuk kepentingan Konti nuitas

pekerj aan.
Ayat (2)

Cukup j el as.
Pasal 7.
Ayat (1)

Cukup j el as.
Ayat (2)

Senmua penj abat pada Badan Peneri ksa Keuangan al akadarnya perlu
menusat kan perhati an nmer eka kepada penganat an,
pengawasan dan peneri ksaan yang ditugaskan kepada
nmer eka, sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh fikiran
akan kepenti ngan- kepentingan | ain.

Pasal 8.
Ayat (1)

Tugas Badan Peneriksa Keuangan ini nmencakup pengawasan dan
peneri ksaan atas penbelian-penbelian untuk keperluan



Negara dan/atau untuk Perusahaan Negara, agar supaya
per hi t ungan dan penggunaannya dapat
di pert anggungj awabkan.

Sel ama  bel um dapat disusun Anggaran Kredit dari Anggaran
Devi sa, naka dengan Anggaran Kredit dan Anggaran Devi sa
diarti kan rencana Kredit dan rencana Devi sa.

Ayat (2)
Cukupj el as.

Pasal 9 sanpai dengan 13.
Cukup j el as.

Pasal 14.

Ber hubung pentingnya rahasia Bank dalam usaha Penerintah
nmenger ahkan segala funds and forces yang progresif, maka
j am nan rahasi a Bank disini pun perlu ditegaskan.

Pasal 15 sanpai dengan pasal 17.
Cukup j el as.

Pasal 18

Kej ahatan ini nmengandung unsur penal suan (nenberikan Kketerangan
pal su), dan ol eh karena maksi num hukuman di sel araskan dengan
pasal 263 K U HP. (tentang penmal suan Surat-maksi num 6 tahun
penjara). Mengingat pula perlunya daya pencegah yang efektif
ter hadap tindak pidana yang nerugi kan negara serupa itu, naka
supaya masyar akat insaf benar perbuatan yang sedem kian itu
ti dak bol eh di pi dana ringan.

Pasal 19.
Cukup j el as.
Pasal 10.

Ketentuan ini perlu diberikan untuk menmungkinkan dil akukan
pekerj aan- pekerj aan peneri ksaan selama  Badan Peneri ksa
Keuangan bel um dapat di angkat nenurut peraturan baru ini.

Pasal 21.
Cukup j el as.

Ter masuk dal am Lenbar an- Negar a tahun 1964 No. 41.
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1964/ 41; TLN NO. 2645






